
: 1. Pa 1 1 ayat (6) Und ng-Undang D sar egnra Rer ullik 
lndon ia Tahun 194 ; 

2. Undang-Undang omor 1 Tnhun 1 50 tent ng Pcmbentuknn 
Daerah-daerah ot Be r d l rn Lingkun n Pre i: m si Djawa 
Timur. Djawa T ngah. Djaw a t dan Daer h lsriruew a 
Jogjakarta, bagaimana tel h diub h denz n Un tang­ 
Undang ornor l Tahun I 4 tentan Perub ban t 

Undang-Undan omor l d n 17 Tahun 1 , 0 tenrang 
Pembentukan Kota-kota B r dan 'ot -k ta · 
[Lernbar n egara Republik Ind ne i T. hun 1 
Tamb han Lernb ran • eg ra publik In l n 

3. Undang-Undang Nomor :23 Tahun 2014 tent 
Daerah [Lernbaran gara Republik Ind n 1 

Tambahan Lembaran egar R publik Indon m r 
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Pendap t n dan Belanj Dnt'r.111 kot.i l'd .... rlong.u: I'ah u n 
Anggaran 2017. eb rinci.m lebih lanjut dart 
Pertanggungj w b n P lak n n \n~'g,11·.m Pe nd.ip ttnn Ian 
Belanja Daerah ta Pek l ngan Tahun -\np_g.1rnn _l) 17. 
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Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kota Pekalongan. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut 
asas ekonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. 

Pasal 1 

BAB I 
KETE TUA.N Ui''1Uf\1 

PERTANGGUNGJ.-\.\\ .. -\.8.-\.N PEL.-\.KS.-\.NAAN ANGGARAN 
PE 0.-\.PAT.-\.N 0.-\.N BEL.-\.NJ.-\. 0.-\.ER-\H KOTA PEKALONGAN 
TAHU .-\. GG . .\P~-\.N 201 7. 

PENJABARAN TENTANG \\'.-\.LI KOT:\. : PER.-\.TURAN Ienetapkan 

J\ IE'.', lU TU S K.:\.N 

lernperhatikan : Peraturan Men teri Dalam Negen Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keu angan Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhtr dengan Peraturan Menteri Dalam 

egen omor 2 l Tahu n 2 0 1 1 temang Peru bah an Ked ua atas 
Peraturan leriteri Oalam Negen Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Ke uarigan Oaerah: 

5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 
P merintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Oaerah menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5657)• 

4. Peraturan Pernerintah Nornor 21 Tahun 1988 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat ll 
Pekalongan Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan 
Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123); 

6. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2018 
tentang Pertariggu ngjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun 
Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 
2018 Nomor 10 ): 
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Mll11U .. .-.u kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset 
erintah. 
adalah laporan yang menyajikan informasi kas sehubungan 

operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang 
do awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas 
lama periode tertentu. 

ll:.11M~MIP.~D Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK merupakan 
~illftliau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi 
••~:GM La.poran Arus Kas. 
lliilfi.uah uang yang masuk ke kas daerah. 

f.llNII.L-~ah uang yang keluar dari kas daerah. ••an semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah 
11111.fUIIAIID periode tahun anggaran yang bersangkutan. 

ua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang 
ftlllltlo periode tahun anggaran yang bersangkutan. 

tara pendapatan daerah dan belanja daerah. 
tara pendapatan daerah dan belanja daerah 
erimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau 

IIUIM'i•ma kembali, baik pada tahun anggaran ang 
un - tahun anggaran berikutn a. 
semua penerimaan yang perlu dibayar kembali 
g bersangkutan maupun pada tahun-tahun 

rah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
r h y n memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

, mm n da rah otonom. 
\\' ltl t \ Rd lah Walikota Pekalongan. 
l rw ikilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

p rwakilan rak at daerah yang berkedudukan sebagai unsur 
t m len ara Pernerintahan Daerah. 

. . ngg , Rn P ndapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
u.t ilah r ncana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. 

7. l 1 (rm R alisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah ikhtisar 
umb r, lokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh 

p m rint h pusat/daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran 
d n r ali asin a dalam satu periode pelaporan. 
N r c adalah posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, 
I w jil n, dan kuitas pada tanggal tertentu. 

t dalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau climiliki oleh 
p m tint h sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat 
k nomi d n/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh 

m rint h maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang 
uk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk pcnyediaan jasa 

rakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena 
n jar h dan budaya. 

10. iban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang 
rw, .. .-1 mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi 
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dim k ud dal m Po nl 2, 

R1 17 71 O ,00 

( p 7,00) 

77 ,00 
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